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PERAAURAIT GT'BERIIUR 8I'MATERA UTARA
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IEI$IA!{G
PENJABARAI| PERTAITGGUITG.'A{TAAA}I PEI,AXST AAlt AITGGARAN PEITDAPATAIT DAIT BEIITNJA DAERAH

TAHUIT ANGCARAN 2O1I

DEI{GA RAHMAT T{.,IIAI{ YAI{G AIIA ESA

GUBERITUR AUMA?ERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanalan ketr.rntuan Pasal 9 Peraturan Daera'l. Nomor 2 'I'a]:un 2Ol2 ter,l-a.\g

Feftanggungiawaban Pelaksartaan Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah Tahun A ggaran 2011 perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utaxa tentarg Penjabaran Pertanggungiawabal Pelaksa.:naan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daemh Tahlrn Angg,aran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari PertanggunKiawaban

Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Bela4ja Daerah Tahun Anggaran 2011;

b, bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud daLam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ciubemur
tentang Penjabaran Pertanggungjawab&n Pela.li:sanaan Anggaran Pefldapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
201'li

1. UndanB-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentaflg Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembenhrkan Propinsi Sumatera Utara (l.€mbaran Negam Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 11O3);



2.

3.

4.

2
Undang-Undang ltlomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi darr Bangunan (lembaran Negara ReprrbLik Indonesia
'l'ahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pqjak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Und.rng-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perrolehan Hak atas Tanah dan Banguneu: (Lembaran Negara

Republik Irrdonesia Tahru/f 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Netgara Republik Indonesia Nomor 3688)

sebagaimarra telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Unda-ng

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah darr Baagunan (Iernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20OO Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Und.ug-Un.dang Nomor 17 Tahun 20Og tentang Keua-rgan Negara (t€mbaran Negara Republik lndonesia Tahufl
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Un.dang Nomor 1 Tahrrn 2OO4 tentang Pelbendaharaan Negara (L€rlbarar Negara Republik Indonesia Talnn
2004 Nomor 5, TambahzLn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351i);

Undang-Undartg Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaal dan Tanggung Jarab Xeuangan Negara
(Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indoneeria

I'Iomcr 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan lYasional (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahm 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tallun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrrn
2OO4 Nom,rr 125, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telal diubaha
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undar:g-
Undang Nomor 32 Tahrrn 2004 tentang Pemerintahan Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0a

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

5.

6.

7.

8,
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9. Undang-Unda-ng l,lomor 33 Talun 2004 tentang Perimbangal Keuangan antara Pemerintah Pu$at dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rerpublik ltrdonesia Talun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah darr Retribusi Daerah llembararr Negara Republik
Indonesia Tahun :2OO9 l{omor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

1 t. Undang-Undang l\omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunda:rg-Undangan (l,embarait Negara
Republik Indonesia 'fahrrn 201 1 Nomor 82, Tambs han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1:2. Peraruran !'emerintah Nomor 21 Tahu! 1950 tentang Pembentukan Daerah Prc,pinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 l\lomor 159);

1:1. Perafirran Pemerintah l,lomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil lGpaia
Daerah (kmbaran Negara Rerpublik Indonesia Talrun 2OO0 Nomor 210, Tambahan {.,embaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dar Keua.[gan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Raliyat Daerah (Lembarrrn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa k.rli diubah terakhir dengrn
Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 teotallg Perubah.m Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004. tentang Kedudukan Protokoler darl Keualgan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar Rakyat Daefirh
(Lembaran Negara Repttblik lodoneliia Tahun 2007 Nomor 47, Tambaha:r l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintalir l{omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48. Tambahan Lemba-ran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

1f). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentang Standar Akuntarsi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor .tr9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

1'l.I'eraturan I'emerirltah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahrrn
2005 Nomor 136, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun zoos lentang Dana Perimbangar (l€mbaran Negara Reprrblik Indonesia
Tahun 2oo5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4575);

19 Peraturar Pemerintah Nomor 56 Telun 2oo5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13ti, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761;

20 Peraturaa Pemerintah l\lomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14o, Tambahzue Irmbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4s78);

2l Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan staridar pelaya,an
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 150, Tambahan Lembaraa Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

22'Perafi)rar' Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 16s, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

23' PeratJran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentalg Pelaporan Keuangal dan Kinerja Instansi pernerintah
(Lembaraa Negara RePublik Indonesia Tahun 20o6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negar.a Repubuk Indonesia
Nomor 4614);

2'+' Peraturar Pemerints]r Nomor 3 Tahun 2oo7 tentang Laporarl Penyelenggaran pemerintahan Daerah kepada
Pernerintah, Laporan Keterangai Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Ma8yarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19,'rambahan l€mbaran Negara Republik rnd.onesia Nomor 4693);

25' Peraturar Pemerintah Nomor 2 rahur. 2c12 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O12 Nomor 5, ?ambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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2(t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 201O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimarra telah diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Perahfan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27.I'eraruran Menteri Dalam Negeli Republik Indone.sia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangsn
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhjr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2oll tentang Pembahan Kedua Ata.s Pererturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaart Keuangaa Daerahr

28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indon€sia Nomor 65 Tahun 20O7 t€ntang Pedoman Evaluasi Rancangan

Perafuran Daerah tentang Pert€nggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereh dan
Ra-ncangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan

dan Belanja Daerahl

21). Peraturan I{enteri Dalarn Neg:ri Republik trndonesia Nomor 55 Tahun 2008 tenteng Tata Cara Penatausa}aan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukrn Procluk Hukum Daerah;

31. Peraturan Daerah Nomor 7 'Ibhun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah cian Sekretariat
Dewar Penrakilal Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utlla (L€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 7, Tamba-h.an l,embarar Daerah Provinsi Slrmatera Ut ra Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dul TaLa. Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Talun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera l.ltara l\lomor 8);

3ll. Peraturan Daerah Nolrror 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah h.ovinsi
Sumatera Utara (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahal lrrnbaran Daerah
Provinsi Sumaterrl Utara Nomor 9);
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34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentalg Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Surna.tera
Utara (Lembarzur Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan l,ernbaran Daerah Provinsi
Sumatera Utare Nomor 17);

35. Peratural Daerah Nomor 1 Ta]lun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (hmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daeratr Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

36. Peratura$ Daerah Nonor 4'lahun 2O10 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun ADggaran 2O1l (lembaran Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2010 Nomor 4);

37. Peraturarl Daerah Nomor 3 Tahun 2O11 tentaq ttrubahan Angarao Fendapatan dan Belanja Daerah PIuvinsi Sunatera
Utara Ta}]uI1 2Ol 1 (Lembaran Daera,h ltovjnsi Sumaterzr Utara Tahun 2O11 Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahuu 2012 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
B€lanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O12 Nomor 2 ,

Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utata Nomor 9 ).

IIIEITUTUS]I(AIT :

MenetapKan : PEMTURAN GUBERNUR 'I.ENTANG PENJAtsARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAI(SANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGAMN 2011.

Pa3al I

Realisersi An;ggaran Pendapa.tan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2)tl sebagai herikut :

1. Pendapatan :

a. Perrdapa[an As]i: Daerah Rp. 3.578.4(t2.O81,'779,9,,+

b, Dana Per"imbangan Rp. f .ir73.8tt7.545 0[i7,Oo

c. Lain-lerirr Per:rdapatan l/ang lsal'r Re. 6. LZ2_.27Lti)OQ.0Cr

Jumilnh Pendapatnn Rpr,, 4.95{1.,181.901.866,94



2" Belilnja :

a. El,elanja Tidak Langsung

.[ ). Bela":nia Pe6lawai

1)). Bela.nja Bunga

lll). BeleLnia Su.bsridi

,l-)" Bela":n1'a Hibah

ll). Bela:nja Ba.:ntuan Sclsial

Ci). Bela"nja Be gi HasiLl

;,2). Bela.nja Ba.ntuan Keuarriga.n

{i). Bela'nja Ti<:[al< Terduga

Junrrlah Belaqia Tidak,fi,angsmng

b. El,el,anja L*rngsung

"n,). Bela':nja Peiqawai

1)). Bela.nja Ba:nang clan.Jasia

lli). Bela"nja M<:,dal

Junulah Belanja n,angsunng

Jumlah B,*Ianja

Sur;plus
Pembiayaan

a" Penerirnaan
lb. I:)engeh.raran

7:I8.989,6,35.595,O0

0,00

0,00

307"507.,090.o00,00

,t4.335.343.0{)0,00

80tr.o34,520.6 n 1,C)0

427 "157 "7t)7 .7l, 3,60

154.500.000,00

Rp.

Rt;t.

Rp.

Rp.

Rir.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rt:.

:1 56.92|3. 569. l]70,00

i. r:)52. I3 2":330.201,00

1 . )63.23',7 .,376.',,7 59,o0

Rp. 4O4.8,i\4.722,999,28
Rp.__. I\O.9'l 7 .70e. 0110,01)

n[.p. 2.1il39. 1?"8.886"9L9,6,0

R,t>, 2,2'7 3, 29,L476. iilgg']Q$
Rlp. 4.6 1 7..47'Y.164.p4,9,6(}

Rp._ _ 3a1?,Oo+.?3LEI_?;3le

&p-_ 3I3t.e6':il!! I6plsE!il
RXt. 7P0..97"f,.755"616,61il

3,

.fiurnlannr Pemlhiayaa n llletto
l$isa Lehih Permbiayniaan A:ngeara,m Tahun 2Oj.I



peul 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantura dalsrn Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Prrd 3

Ringt<asan laporan realisasi anggaran s€bagafunarB dimaksud dalam Passl 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
laporan realisasi anggaran.

Pe.d 4

Penjabaran laporan realisasi anSgaran aebagaimana dimalsud dalam Paeal 3 tercantum dslam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkafl'

Acarsetiaporangmcngetahuinya,memerintahkanpengundarrgarrPefaturanGubemurinidenganpenempatannya
, - ,"n,, Ot"'ah Provinsi Sumatera Utara'

DitetaPkan di Medan

pada tanggal t 1 Okt"obet 2Ot2

PIt. GUBERITI,IR SUMATERA UTARA'

dto

GATOT PUJO NUGROIIO

Diundangkan di Medan

il;,,i*; $ okrcbrr aora

SEKRETARIS DAERAH PROI/INSI'

/L/tF
NUNSW LUBIS

BERITADAERAHPR0VINSISUMATERAUTARATAHUNzoTzNoIUoR,T


